
BUPATI CIAN.]UR
PROVINSI .]AWA BARAT

PERATURAN BUPATI C.IANJUR

NOMOR I T.{mUI\T 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2018
TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH PAGtrLARAN KELAS D

Menimbang : a.

BUPATI CIAN.]UR,

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pageiaran Kelas D Kabupaten Cianjur dapat
berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan
sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional
dengan kompetensi dan jurnlah yang memadai;

bah',va dalam rangka mer renuhi kebutuhan sunrber
daya manusia dan/atau pegawai profesional Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pagelaran Kelas D Kabupaten Cianjur perlu
merubah persyaratan pegawai non pegawai negeri
sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 93 Tahun 2018 Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
Kelas D perlu'diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun
2OlB tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kelas D;

b.

C,

d.
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Mengingat : 1". Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2S6\;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia' Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inflonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lemparan Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OOg tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O72);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan '

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedr.ra atas tlnda.ng-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57B);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor a5B5);
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10.

11.

t2.

13.

t4.

15.

i6.

17.

Peraturan Fresiden Nomor ZT Tahun 2O1S tentang
, 
Pedoman Orgarrisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Repubtrik indonesia Tahun 201S Nomor 159);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 08/PMK. 02l2006 tentang Kewenangan
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Mentepi Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6L Tahdn 2OO7 tentang pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan l(4enteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Pegawai Non pegawai Negeri
Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 653);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun
2Ol8 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Beiita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OtB Nomor
t2t3);
Peraturan Daerah Cianjur Nomor. O2 Tahuir 2OOT
tentang Pengelolaan Ker.langan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2OO7 Nomor 02 Seri D);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2OL6
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
Tahun 2076 Nomor 88);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas, dan Tata Kerja
Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum
Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur (Berita Daeiah
Tahun 2016 Nomor 23);

Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 20i8 Pegawai
Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum
Daerah Pagelaran Kelas D (Berita Daerah Kanupaten
Cianjur Tahun 2Ol8 Nomor 93);

18.

19.
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MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAI{
SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN KELAS D.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2ol8
tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah sakit Umum
Daerah Pagelaran Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Nomor 93) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) RSUD dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan
dengan formasi kebutuhan yang telah ditetapkan.

(2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh RSUD.

(3) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati
formasi Pegawai Non PNS harus memenuhi Persyaratan :

a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas

nontenaga kesehatan dan paling rendah diploma tiga
tenaga kesehatan;

d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
keputusa,n pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana
kejahatan;

e" tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;

f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau
pegawai negeri sipil;

g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan
yang diperlukan;

h. berkelakuan baik;
i. sehat jasmani dan rohani; dan
j bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pad"a RSUD sesuai

dengan formasi yang ditentukan oleh Direktur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
penerimaan Pegawai Non PNS akan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

bagi.
bagi
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2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni
Pasal TAyang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 A

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk
pertamakalinya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur

, pada tanggal 4 tlarat P0l9

Diundangkan di Cianjur
pggal t[ frlrrt ffitS

DAERAH KABUPATEN CIANJUR

/

ANDI;:,,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR

ET

NA TUGAS

SUHERMAN

,t:*;7
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